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KATA PENGANTAR

Lingkungan Indonesia, yang dicetak dan diterbitkan oleh penerbit Mandar Maju Bandung

ﬁ [hamdulillah cetakan pertama buku hukum lingkungan dengan judul “Penegakan Hukum
telah habis terdistribusikan ke toko buku.

Dengan diperbaharuinya Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 1997 (UU-
PLH) dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (UUPPLH), dipandang perlu buku pertama tersebut diperbaharui disesuaikan dengan
undang-undang yang baru, dengan sedikit memodifikasi dan menyesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru (UUP-
PLH) tersebut.

Judul buku pada penerbitan kedua ini mengalami perubahan menjadi “PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN INDONESIA dengan sub judul (Penegakan Hukum Administrsi, Hukum Perdata,
dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)”.

Terima kasih kepada penerbit Graha IImu Yogyakarta yang telah bersedia menerbitkan revisi
buku pertama, dan semoga buku ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khu-
susnya hukum lingkungan.

Bandung, Desember 2011

Penulis
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

asalah lingkungan pada dasarnya telah terjadi sejak zaman pertama kali bumi ini dicip-
takan. Dengan mengutip kitab-kitab suci baik bagi agama Islam, Kristen dan Yahudi, Otto

Soemarwoto' seorang ahli ekologi berpendapat, bahwa dengan menghubungkan kejadian-
kejadian yang dikisahkan dalam kitab suci tersebut seperti peristiwa air bah pada zaman Nabi Nuh,
berbagai kesulitan yang dihadapi Nabi Musa di gunung pasir pada waktu pengembaraannya dari
mesir ke Kanaan, adalah sebuah contoh masalah lingkungan. Demikian pula runtuhnya peradaban
Mesopotamia telah dinilai sebagai sebab dari masalah lingkungan, yaitu adanya proses salinasi yaitu
naiknya kadar garam dalam tanah yang disebabkan oleh pengairan. Di daerah yang beriklim kering
itu air pengairan mengalami penguapan yang besar dan tertinggallah di tanah garam yang semula
terlarut dalam air. Karena curah hujan yang rendah, garam itu tidak dapat tercuci, sehingga kadar ga-
ram dalam tanah makin lama makin tinggi. Proses salinasi ini telah menghancurkan kesuburan tanah
pertanian, namun karena frekuensi dan intensitasnya masih rendah, maka belum banyak mendapat
perhatian.

Saat ini keadaan seperti yang digambarkan di atas sudah sangat berubah. Pembangunan yang
dilakukan secara spartan terutama di daerah perkotaan, baik yang terjadi dinegara berkembang atau-
pun dinegara maju sekalipun, telah merubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Mere-
ka menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Hal ini berakibat
ketidaksesuaian pada fungsi lingkungan, yaitu fungsi daya dukung, daya tampung dan daya lenting.
Seringkali proses pembangunan hanya memperhitungkan cost benefit ratio tanpa memperhitungkan
social cost dan ecological cost. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai ben-
da bebas (res nullius) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya
dalam waktu yang relatif singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup?.

Oleh karena itu sejak 2 (dua) abad lampau para ilmuwan telah mempersoalkan terdapatnya
deret pertumbuhan yang berbeda antara perkembangan jumlah penduduk dengan pertumbuhan
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pangan. Pertumbuhan penduduk melonjak secara cepat melalui deret ukur, dan jauh meninggalkan
pertumbuhan pangan yang berkembang dengan deret hitung. Permasalahan ini membawa kita ke-
pada tantangan yang rumit dan saling berkaitan serta menghadirkan sebuah persoalan yang penting,
yaitu bagaimanakah sistem hukum dapat menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari peman-
faatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini?.

Tantangan terhadap kelestarian lingkungan hidup kini menjadi salah satu masalah terbesar
yang dihadapi oleh manusia. Bahkan sudah menjadi masalah yang menembus batas-batas negara,
dan mempertaruhkan eksistensi manusia di muka bumi. Manusia hanyalah salah satu unsur dalam
mata rantai kehidupan di bumi, yang menyebabkan ketergantungan pada sistem planet bumi sebagai
life support system. Sifat kebergantungan manusia terhadap lingkungan ini dikuasai oleh hukum-
hukum ekologi*. Kerusakan lingkungan sudah menjadi masalah yang sangat mendesak untuk segera
ditangani bagi kehidupan manusia, karena dalam hal ini manusia menjadi pelaku sekaligus sebagai
korbannya. Keadaan semacam ini membuat lingkungan terancam oleh potensi krisis lingkungan.

Masalah lingkungan hidup secara formal baru menjadi perhatian dunia setelah terselengga-
ranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup, yang diselenggarakan
pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm Swedia, terkenal dengan United Nations Con-
ference on Human Environment®. Konferensi berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam
menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik pada
tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Deklarasi ini mengakui hak asasi manusia untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat
atau hak perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan atau environmental protection.
Serta membebankan kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam
hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.

Menurut Daud Silalahi®, pengaruh konferensi Stockholm terhadap gerakan kesadaran lingkung-
an tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan ter-
bentuknya perundang-undangan nasional.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan yang
begitu pesat, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) setelah berlaku lebih kurang selama 15 tahun, dipem-
baharuan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup
(selanjutnya disebut UUPLH) yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ber-
kesinambungan dan berkelanjutan. Selanjutnya UUPLH ini pada 3 Oktober 2009 telah dirubah men-
jadi Undang-Undang tentang Perlindungan Dan Penyelesaian Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun
2009 selanjutnya disebut UUPPLH. UUPPLH tersebut berlaku sebagai payung atau umbrela act atau
umbrella provision atau dalam ilmu hukum disebut kaderwet atau raamwet, sebab hanya diatur
ketentuan pokoknya saja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya.

Sebagai undang-undang pokok, maka UUPPLH ini mempunyai ciri-ciri sebagaimana tercan-
tum dalam penjelasan umum, yaitu adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena
setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek
transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Juga diatur penguatan instrument pencegah-



